
 

 

 

 

 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 48 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang 
tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah 

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas 
daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran 

lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 

untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan 
keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian; 
 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD 
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan 

menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 
RKPD 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2018; 



Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 4934 ); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 

16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Yang 

Berkeadilan; 

18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2018  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 718); 

 

 



22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 314); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 404); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 31); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 85); 

27. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 38); 

 

                                      MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG 
BAWANG BARAT TAHUN 2018 

 

Pasal 1 
 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan RKPD Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Tahun 2018. 
 

(2) Perubahan RKPD kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat sekaligus dijadikan tolak ukur 

terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2018. 

 



Pasal 2 
 

Naskah Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 
a. BAB I : PENDAHULUAN; 

b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG 

BARAT TAHUN ANGGARAN 2018; 
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; 

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; 
f. BAB VI : PENUTUP. 
 

Pasal 3 
 

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 
 

(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan 
program/kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan 

mempedomani Perubahan RKPD ini. 
 

(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/reviuw  
terhadap Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) 

masing-masing berdasarkan program/kegiatan dan pagu indikatif yang 
terdapat dalam Perubahan RKPD kabupaten Tulang bawang Barat 

Tahun 2018. 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat. 

 

 

 
 

Ditetapkan di Panaragan 

pada tangal 7 Agustus 2018 

 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 
       

        dto. 

 
UMAR AHMAD 

Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal 8 Agustus 2018  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

 

         
         dto. 

 

HERWAN SAHRI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 

NOMOR 48 



Salinan sesuai dengan aslinya 
      Kepala Bagian Hukum,  

 

 

 

 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 
     NIP. 19770409 200212 1 008 


